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Abstract: Analisis ini meneliti penerapan sistem 
manajemen pendidikan tinggi (SMPT) dalam mewujudkan 
Good University Governance (GUG) di STAI 
Muhammadiyah Blora. Good University Governance 
(GUG) menjadi elemen penting dalam reformasi PTS, 
menekankan pada struktur tata kelola, otonomi, 
akuntabilitas, kepemimpinan, dan transparansi. Struktur 
tata kelola yang jelas, otonomi yang memadai, akuntabilitas 
yang tinggi, kepemimpinan yang efektif, dan transparansi 
yang terjaga menjadi kunci utama. Implementasi SMPT 
yang efektif dapat meningkatkan kualitas pendidikan 
tinggi, akuntabilitas publik, dan kepercayaan stakeholders. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif 
desriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau 
fenomena praktik di STAI Muhammadiyah Blora. 
Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami 
peran SMPT dalam mewujudkan GUG untuk PTS. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sistem 
manajemen pendidikan tinggi di STAI Muhammadiyah 
Blora, sistem pengendalian terdiri dari beberapa sistem dan 
tindakan: sistem penjaminan mutu; jaminan kepuasan 
pelanggan; pengawasan dan dokumentasi komplain 
stakeholder; manajemen berdasarkan fakta; dan perbaikan 
kesinambungan. 
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PENDAHULUAN 

Perguruan Tinggi berfokus pada memecahkan 

tantangan global dan bagaimana tetap eksis dan beroperasi 

dengan efisien untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi. 

sehingga perguruan tinggi harus mempunya tatanan yang baik, 

dan memiliki manajemen yang baik, (Ni Nyoman Ayu 

Suryandari., SE., MSi., AK. et al. n.d.) 

Secara sederhana, Good University Governance adalah 

penerapan manajemen perusahaan yang baik di perguruan 

tinggi untuk meningkatkan kualitasnya dalam hal transparansi, 

akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. 

Manajemen perguruan tinggi yang baik mampu menjamin 

keberlangsungan hidup perguruan tinggi dengan melakukan 

manajemen yang berkualitas. Manajemen perguruan tinggi 

yang baik diyakini mampu mengatasi dan mengatasi masalah 

yang terkait dengan pendidikan. (Widjajanti and Sugiyanto 

2015) 

Perguruan tinggi adalah pusat pengetahuan, penelitian, 

dan pengadian masyarakat. Mereka juga berfokus pada 

kemampuan mereka untuk bersaing dan mempertahankan 

kepentingannya. Harga, produk, dan layanan adalah elemen 

yang menjadi tuntutan bagi bisnis yang berorientasi pada profit. 

Tidak berbeda dengan organisasi profit, organisasi nonprofit 

seperti perguruan tinggi juga harus mempertimbangkan hal ini. 

(Dalimunthe, Wardah, and Siregar 2021) Pendidikan tinggi di 

Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan 

bangsa. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai salah satu pilar 

pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

(Nasir et al. 2020) Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 
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tersebut, PTS perlu menerapkan tata kelola yang baik (Good 

University Governance / GUG). 

Manajemen perguruan tinggi mencakup manajemen 

akademik, organisasi, kemahasiswaan, sumber daya manusia, 

sarana dan prasarana, dan keuangan. (Nengsih, Adnan, and 

Eriyanti 2019) Meskipun perguruan tinggi yang baik memiliki 

prinsip yang sama, implementasinya dapat berbeda-beda 

tergantung pada situasi dan keyakinan yang dianut. Oleh karena 

itu, konsep ini bukanlah ide yang baku. (Pratama et al. 2020). 

GUG menekankan pada struktur tata kelola yang jelas, 

akuntabel, dan transparan, serta kepemimpinan yang efektif dan 

bertanggung jawab. (Yati Siti Mulyati 2015) 

Transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa 

perguruan tinggi tidak terlibat dalam konflik kepentingan. 

(Hapsari and Suhadi 2023) Akuntabilitas perguruan tinggi 

berarti sistem akuntansi yang dapat diperiksa dan laporan 

keuangan yang sesuai dengan peraturan pemerintah. (Al and 

Nim 2015) Responsibilitas berarti bahwa ada deskripsi 

pekerjaan, tanggung jawab, dan prosedur operasional yang 

jelas. (Nurlatifah, Suratman, and Hariyati 2021) 

Penerapan GUG di PTS dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan tinggi, akuntabilitas publik, dan kepercayaan 

stakeholders. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan 

GUG adalah Sistem Manajemen Pendidikan Tinggi (SMPT). 

SMPT merupakan sebuah sistem yang mengatur pengelolaan 

pendidikan tinggi di PTS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

hingga evaluasi. SMPT yang efektif dapat membantu PTS 

dalam mencapai tujuan strategisnya dan meningkatkan kualitas 

pendidikan tinggi. (Mulyani, Muawanah, and Ahmad 2023) 

PTIS mengalami banyak tantangan sebagai institusi 

swasta, terutama dalam hal pembiayaan dan independensi. PTS, 
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termasuk PTIS, lebih banyak bergantung pada pengumpulan 

dana secara mandiri, berbeda dengan PTN yang biasanya 

menerima subsidi pemerintah. Sumber daya PTS masih sangat 

bergantung pada pembayaran mahasiswa. PTS masih 

menghadapi keterbatasan sumber daya seperti sarana prasarana, 

input, kualitas manajemen, dukungan pemerintah yang kurang, 

dan masalah pendanaan. (Purnama and Sailah 2017) PTIS 

masih terbebani dengan agenda utama untuk meningkatkan 

penghasilan karena banyak kepentingan yang berpartisipasi 

dalam pengelolaan PTS. Ini terutama berlaku untuk upaya 

bisnis pendidikan melalui PTS untuk meningkatkan 

keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan 

akan menyulitkan PTIS untuk mencapai tata kelola Perguruan 

Tinggi yang baik jika mereka tidak dapat berdiri sendiri dalam 

hal pendanaan. Kualitas pengelolaan akan menurun karena 

campur tangan berbagai kepentingan tersebut. Hal ini menjadi 

kendala bagi PTS, termasuk PTIS, untuk menjadi PT yang 

berkualitas.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif desriptif, 

yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau fenomena 

praktik Good University Governance (GUG) pada PTIS di 

STAI Muhammadiyah Blora dengan setting penelitian. 

Beberapa metode digunakan untuk memperoleh data 

penelitian ini, antara lain: 

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara mendalam 

terkait kondisi dilapangan. Observasi ini dilakukan untuk 

mengetahui kondisi riil PTS. 

2. Wawancara dengan narasumber, yaitu wawancara yang 

dilakukan dengan tokoh-tokoh kunci. 
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3. Focus Group Discussion dengan beberapa akademisi, dan 

pihak-pihak terkait. Ini untuk menyediakan ruang seluas-

luasnya untuk bertukar pandangan dan berbagi informasi. 

Proses ini juga digunakan untuk mendorong kesadaran 

kritis PTIS agar dapat memahami permasalahan yang ada.  

 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi PTIS dan Informan 

Setting penelitian analisis penerapan sistem manajemen 

pendidikan tinggi dalam mewujudkan good university 

governance di STAI Muhammadiyah Blora. Pemilihan atas 

setting penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan data 

atau dokumen yang akan diteliti. Berikut data yang digunakan 

tercantum dalam tabel 1. 
 

Tabel 1 

Jenis Data Yang Ditemukan Dalam Penelitian 

 

No. Jenis Data Sumber Teknik Memperoleh 

Data 

1. Visi-Misi PTIS, Statuta, SOP, 

Data Pemutu, dan dokumen 

pendukung lainnya 

PTIS 

Bersangkutan 

Jurnal, Pangkalan Data 

Perguruan Tinggi 

2. Respon Stakeholfer PTIS PTIS 

Bersangkutan 

Kunjunagn lapangan dan 

pengamatan 

3. Penerapan prinsip Good 

University Governance 

(GUG) 

Key Person Survey, interview 

mendalam dengan tokoh 

kunci di PTIS 

 

  



 

Rina Murtyaningsih, dkk.(2024). Journal Pedagogy, Vol. 17 (1): 55 – 72  

[60] 

 

Tebel 2 

Deskripdi Informan Prodi, Dosen dan Mahasiswa STAI 

Muhammadiyah Blora  

 

No Nama Program Studi Jumlah 

Mahasiswa 

Jumlah 

Dosen 

1. S.1 Pendidikan Agama Islam 225 6 

2 S.1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 95 6 

3 S.1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 190 6 
 

Tabel 3 

Deskripsi Informan STAI Muhammadiyah Blora Tentang 

Peran, Tugas, Dan Jenis Informasi Yang Diberikan Oleh 

Masing-Masing Tipe Informan  

 

No Tipe 

Informan 

Peran dan Tugas Jenis Informan yang 

Diberikan 

1. Ketua Mengelola dan memimpin, 

menetapkan visi dan misi, 

kebijakan strategis, dan 

pengembangan kampus. 

Visi dan misi, kebijakan 

strategis, kemitraan, 

pengembangan, dan prestasi 

kampus. 

2 Dosen Mengajar, melakukan 

penelitian, pengabdian 

masyarakat, pengembangan 

kurikulum, dan pembimbingan 

mahasiswa. 

Kurikulum, metode pengajaran, 

fasilitas penelitian, dinamika 

kelas, dan kebijakan akademik. 

3 Mahasiswa Belajar, berpartisipasi dalam 

kegiatan akademik dan non-

akademik. 

engalaman belajar, kehidupan 

kampus, kegiatan 

ekstrakurikuler, dukungan 

mahasiswa, dan kualitas 

pengajaran. 

4 Staf 

Administrasi 

Menyediakan dukungan 

administratif untuk operasional 

kampus. 

Proses administratif, layanan 

kampus, manajemen fasilitas, 

dan kebijakan operasional. 
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5 Alumni Lulusan yang meniti karir dan 

menjaga hubungan dengan 

almamater. 

Kualitas pendidikan, relevansi 

program studi terhadap karir, 

jejaring alumni, dan kontribusi 

terhadap masyarakat. 

6.  Pengelola 

Program Studi 

Mengelola dan mengawasi 

pelaksanaan program studi, 

termasuk kurikulum dan 

evaluasi akademik. 

Spesifikasi program studi, 

akreditasi, kurikulum, dan 

pencapaian akademik. 

 

Deskripsi masing-masing prinsip dalam good university 

governance. 

Transparasi (keterbukaan) 

Transparansi adalah prinsip utama dalam manajemen 

perguruan tinggi yang baik. Perguruan tinggi harus menerapkan 

transparansi melalui berbagai mekanisme. Mekanisme 

pengendalian dan penyeimbangan harus ada dalam pengelolaan 

institusi.  

Mekanisme ini dapat berupa tanggung jawab Senat 

Akademik di tingkat Perguruan Tinggi dan Program Studi 

(prodi) untuk melakukan fungsinya terhadap rektor/ketua dan 

dekan. Untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi di 

STAI Muhammadiyah Blora survei awal dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan kepada dosen dan senat akademik di 

lingkungan kampus STAI Muhammadiya Blora 
 

Table 4  

Hasil Survei Penelitian 

No Uraian Pertanyaan Beberapa dosen yang 

menjawab dalam nilai 

angka 1-10 

1 2 3 4 

1 PTS menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaannya 8 7 9 7 
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Hasil survei awal yang dibagikan kepada stakeholder di 

STAI Muhammadiyah Blora menunjukkan bahwa PTS telah 

menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaannya. Prinsip 

transparansi diwujudkan melalui mekanisme check and 

balances, yaitu dengan adanya Senat Akademik dan program 

studi. Namun, Senat Akademik di tingkat perguruan tinggi dan 

prodi belum melakukan tugas kontrol mereka dengan baik 

terhadap ketua STAI Muhammadiyah Blora. Seting penelitian 

memiliki visi dan misi yang jelas yang menunjukkan kepada 

masyarakat apa yang PTS ingin capai dan cara mewujudkannya. 

Dilakukan observasi dan wawancara menyeluruh 

dengan berbagai figur penting untuk memastikan bahwa 

jawaban dari survei pendahuluan konsisten. Prinsip transparansi 

diwujudkan melalui tugas senat akademik untuk mengontrol 

ketua, sesuai dengan temuan wawancara. Di tingkat prodi, 

Senat Akademik melakukan berbagai aktivitas secara formal 

dan informal untuk memenuhi aspirasi dosen. Rapat tingkat 

jurusan dan kegiatan informal lainnya adalah aktivitas yang 

biasa dilakukan. Senat akademik akan menyampaikan aspirasi 

mereka kepada semua karyawan dna dosen, yang akan 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. 

Secara langsung, dapat dilihat bahwa STAI 

Muhammadiyah Blora telah menulis Visi dan Misi dengan 

jelas, baik melalui banner di kampus, kalender yang diberikan 

2 Terdapat mekanisme check and balances dalam pengelolaan 

perguruan tinggi Bapak/Ibu 

7 8 9 9 

3 Senat Akademik di Tingkat Perguruan Tinggi telah menjalankan 

fungsi control terhadap Rektor dan Dekan 

6 7 5 6 

4 Senat Akademik di Tingkat Program Studi telah menjalankan 

fungsi control terhadap Rektor dan Dekan 

5 6 6 5 

5 Visi Misi PTS telah tertulis 9 8 9 7 
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kepada mahasiswa, alumni, dosen, dan karyawan, maupun buku 

saku yang dirancang untuk menyebarkan Visi dan Misi ke 

seluruh civitas akademika. 
 

Akuntabilitas (bentuk kewajiban pertanggungjawaban) 

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perguruan 

tinggi swasta terkait erat dengan tujuan perguruan tinggi, yaitu 

menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah, 

masyarakat, dan lembaga lainnya. penyelenggara pendidikan. 

Perguruan tinggi ditugaskan oleh tiga entitas: pemerintah 

sebagai pemberi ijin, masyarakat sebagai pengguna, dan 

penyelenggara sebagai pemilik. Karena karakteristik ini 

berlaku, perguruan tinggi dapat didirikan dan program studi 

dapat dilaksanakan dengan izin pemerintah dari Kementrian 

Ristek Dikti. Selain itu, sifat akuntabilitas sangat terkait dengan 

pengelolaan keuangan. Dengan karakteristik ini, PTS yang 

memperoleh dana untuk kegiatan operasional dari berbagai 

sumber harus mampu mengelola keuangan dengan baik dan 

melaporkan kepada pemerintah, masyarakat, dan badan 

penyelenggara tentang bagaimana dana digunakan. Prinsip 

akuntabilitas PTS melibatkan audit akuntan publik. Laporan 

Keuangan harus dipublikasikan. Dilakukan survei wawancara 

terhadap empat PTIS di Kabupaten Blora untuk mengetahui 

implementasi prinsip akuntabilitas pada PTIS tersebut. (Fuad 

and Apriyanti 2018) 

Secara keseluruhan, prinsip akuntabilitas masih kurang 

diterapkan pada kampus STAI Muhammadiyah Blora dalam 

beberapa hal. Dilakukan observasi dan wawancara menyeluruh 

dengan ketua/wakil ketua yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan GUG, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan 

dana dan laporan keuangan. Hasil wawancara menunjukkan 

bahwa kampus STAI Muhammadiyah Blora bertanggung jawab 
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atas pelaksanaan visi misi, pelaksanaan tri dharma perguruan 

tinggi, dan pengelolaan dana dan laporan keuangan. Kantor 

akuntan publik telah mengaudit Laporan Keuangan PT dan 

dipublikasikan kepada publik. Informasi non-keuangan dapat 

diakses hanya jika diperlukan masyarakat. Hanya dalam 

konteks kepatuhan terhadap pemerintah melalui kemenristek 

dikti, informasi yang lengkap diberikan. 
 

Responsibility (tanggungjawab) 

Prinsip rekonsiliasi harus diterapkan dalam konteks 

peraturan perguruan tinggi. Prinsip tanggung jawab diterapkan 

pada pembagian posisi, fungsi, tugas, tanggungjawab, dan 

kewenangan setiap komponen organisasi. Pembagian ini 

digambarkan dalam deskripsi pekerjaan karyawan dan standar 

prosedur operasional (SOP) yang jelas. Pemilihan staf dan 

pejabat berdasarkan kompetensi dan riwayat kerja mereka, serta 

penerapan sistem kompensasi yang tepat untuk pegawai. Untuk 

mendapatkan gambaran awal tentang penerapan prinsip 

Responsibility kampus STAI Muhammadiyah Blora, Hasil 

survei ini dapat dilihat pada table 5 berikut ini. 
 

Tabel 5 

Deskripsi pertanyaan dan hasil survey pendahuluan 

prinsip responsibility 

Responsibility Penilaian dari 

beberapa pihak 1-10 

1 2 3 4 

Setiap individu dalam PTS bertanggung jawab atas segala tindakan 

sesuai job description yang telah diterapkan 

9 8 8 9 

Dosen mematuhi etika dan norma dosen 7 7 8 7 

Pembagian kedudukan, fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan 

setiap unsur organisasi dilakukan dengan baik 

2 3 2 1 
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Informasi pendukung tentang tanggung jawab diperoleh 

berdasarkan hasil survey diatas. Kampus STAI Muhammadiyah 

Blora menghadapi masalah ketidaksadaran setiap orang, 

tentang tanggung jawab atas setiap aktivitas sesuai dengan 

prosedur operasional standar (SOP). Sebagian besar dosen tidak 

memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan tri dharma 

perguruan tinggi karena alasan insentif dan dis-insentif yang 

dianggap tidak tepat bagi mereka. Akibatnya, sebagian besar 

dosen akan memilih aktivitas lain yang dianggap lebih 

menginsentif daripada aktivitas tri dharma PT.  

Sebagai hasil dari wawancara yang mendalam, 

beberapa PTIS menyatakan bahwa mereka akan terus 

mengembangkan sistem yang lebih sesuai untuk insentif dan 

insentif dosen, terutama yang berkaitan dengan insentif. Ini 

dilakukan karena insentif yang diberikan kepada dosen hanya 

terbatas pada memenuhi kebutuhan pokok dan belum dapat 

memenuhi kebutuhan pada tingkat tersier. Kemampuan kampus 

untuk mendapatkan dana sangat memengaruhi perkembangan 

sistem ini, terlebih lagi sampai saat ini STAI Muhammadiyah 

Blora masih bergantung pada badan penyelenggara sebagai 

pemilik. Struktur organisasi yang besar dengan lebih banyak 

karyawan daripada yang diperlukan menambah beban PTIS. Ini 

terjadi karena pembagian yang kurang baik antara kedudukan, 

fungsi, tugas, tanggungjawab, dan kewenangan setiap bagian 

dari organisasi pada awal berdirinya PTIS. Akibatnya, kampus 

tidak memiliki daya tarik untuk mengangkat karyawan dengan 

PTS memiliki standard operating procedure (SOP) untuk setiap aktifitas 8 8 8 8 

Pengangkatan pegawai dan bejabat dilakukan berdasarkan kopetensi dan 

track record 

1 2 1 1 

Telah di berikan merit system (insentif dan dis-insentif) yang tepat bagi 

pegawai 

1 5 2 3 
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kompetensi yang diperlukan. Akibatnya, tidak memiliki pilihan 

lain selain mengangkat karyawan baru dengan berbagai 

kompetensi. 
 

Indenpendensi (dalam pengambilan Keputusan) 

PTIS harus memiliki kemampuan untuk membuat 

keputusan secara mandiri, yang berarti keputusan yang dibuat 

oleh PTIS seharusnya bebas dari tekanan dari pihak mana pun, 

termasuk Badan Penyelengara, yang bertanggung jawab atas 

PT. Akibatnya, Badan Penyelengara harus memberikan 

Rektorat wewenang sepenuhnya untuk menjalankan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. Dilakukan wawancara untuk 

mengetahui penerapan prinsip independensi di kampus STAI 

Muhammadiyah Blora.  

Hasil observasi secara langsung menunjukkan bahwa 

tidak ada konflik kepentingan antara yayasan dan kampus STAI 

Muhammadiyah Blora. Ini disebabkan oleh fakta bahwa ada 

mekanisme untuk menyampaikan usulan dari Fakultas dan 

tingkat prodi. Hal ini ditentukan oleh cara pimpinan 

berkomunikasi dan memimpin, yaitu pada rapat pimpinan yang 

dilakukan secara rutin dengan dosen dan karyawannya. 
 

Fairness (adil) 

Sebagai perguruan tinggi Islam, prinsip ini harus 

diterapkan dengan baik. Ini karena, selain menjadi bagian dari 

Good University Governance yang diwajibkan oleh 

Kemenristek Dikti, keadilan juga merupakan salah satu 

karakteristik islami yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi 

dengan visi nilai islami. Perguruan tinggi melakukan keadilan 

ini untuk masyarakat, mahasiswa, dosen, karyawan non 

akademis, dan pengurus yayasan.  
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Hasil observasi langsung menunjukkan bahwa, 

mahasiswa dilayani dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari cara 

dosen dan karyawan memberikan layanan. 
 

Penjaminan Mutu dan Relevansi 

Penjaminan mutu internal menggunakan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) dan penjaminan mutu eksternal 

melalui akreditasi BAN-PT untuk Perguruan Tinggi dan 

Program Studi di Fakultas. Selain itu, prinsip-prinsip ini dapat 

diterapkan dalam berbagai cara, seperti sertifikasi profesi 

dosen, menerima umpan balik mahasiswa, mempromosikan 

hubungan alumni, dan melakukan survei tentang layanan yang 

diberikan kepada mahasiswa dan pengguna. (Perumus, Umum, 

and Jaya 2018) 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa fungsi 

penjaminan mutu internal di STAI Muhammadiyah Blora 

secara keseluruhan belum dilakukan dengan baik. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya insentif untuk tugas penjaminan 

mutu dan kurangnya penugasan yang jelas. Perguruan tinggi 

biasanya kurang memanfaatkan penelitian dengan baik yang 

sudah dilakukan.  
 

Efektifitas dan Efisiensi 

PTIS harus melakukan perencanaan, baik jangka 

panjang, menengah, maupun pendek (tahunan), untuk menjaga 

efektifitas dan efisiensi. Ini dilakukan melalui Rencana 

Strategis (Renstra), yang biasanya dibuat dalam jangka panjang, 

lima tahunan, maupun jangka pendek, dan akan digunakan 

untuk membangun perencanaan jangka pendek.  

Hasil wawancara menunjukkan bahwa melakukan 

perencanaan tahunan dengan pola yang hampir sama, yaitu :  

1. Rapat Program Studi untuk menetapkan program kerja. 
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2. Rapat di tingkat fakultas terdiri dari dekanat dan pimpinan 

prodi  

3. Rapat di tingkat perguruan tinggi membahas rencana 

anggaran dan belanja tahunan. 

4. Badan penyelenggara PT menyetujui rencana anggaran 

dan belanja tahunan. 
 

Nirlaba 

Sesuai dengan tugas dan peran PTIS dalam 

menjalankan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, PTIS 

seharusnya berprinsip nirlaba. Prinsip ini menyatakan bahwa 

anggaran yang dikumpulkan tidak boleh digunakan untuk 

meningkatkan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi 

hanya untuk mencari keuntungan pribadi pemilik, badan 

penyelenggara, atau pihak lain. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan wawancara untuk menemukan ide-ide yang tepat 

yang berkaitan dengan prinsip nirlaba. Hasilnya menunjukkan 

bahwa ketua dan wakil ketua memiliki gagasan bahwa kampus 

harus mulai mengembangkan gagasan kemandirian dalam hal 

pendanaan. Ini akan memungkinkan penerapan lebih lanjut dari 

prinsip kepemimpinan perguruan tinggi yang baik. 

Perummusan Model Penguatan Good Univercity Governance 

pada PTIS. 

Berdasarkan hasil pembahasan, baik melalui studi 

dokumentasi, survey pendahuluan, observasi lapangan, dan 

wawancara, menunjukkan model penguatan good university 

governance untuk STAI Muhammadiyah Blora pada gambar 1 

berikut ini : 
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Gambar 1 

Model Penguatan Good Univercity Governance  

di STAI Muhammadiyah Blora 
 

KESIMPULAN 

Kualitas kampus STAI Muhammadiyah Blora dapat 

ditingkatkan dengan memperkuat penerapan Good University 

Governance (GUG). Visi dan Misi tidak hanya harus 

didasarkan pada nilai-nilai Islami, tetapi juga harus 

menjalankan amanat pembentukan Perguruan Tinggi sebagai 

lembaga nirlaba. Visi dan Misi juga harus didasarkan pada 

mandat yayasan sebagai badan penyelenggara dan dikti sebagai 

pemberi ijin pendirian PT. Penguatan penerapan GUG pada 

PTIS harus didukung oleh kemandirian pendanaan yang kuat. 

Ini dapat dimulai dengan membangun badan usaha yang 

menghasilkan keuntungan, seperti rumah sakit, Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah (KJKS), dan pemanfaatan waqaf produktif. 

STAI Muhammadiyah Blora juga membutuhkan dana untuk 

menyiapkan infrastruktur dalam pemanfaatan ICT untuk setiap 

prinsip GUG. 
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Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke 

dalam setiap prinsipnya, konsep Good University Governance 

(GUG) di kampus STAI Muhammadiyah Blora lebih 

bermanfaat. Internalisasi adalah peneguhan identitas yang 

membedakan PTIS dari PTN dan PTS lainnya. Dengan model 

penguatan ini, PTIS dapat berkembang menjadi PTIS 

berkualitas tinggi dan dapat diterima di Universitas Kelas Dunia 

(WCU). (Ngindana, Rachmatullah Putra, and Albertus 2020) 
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